
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ten tang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun .~

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota
Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa telah ditetapkan
Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah dan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa, Peraturan Walikota Langsa Nomor 57
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu
diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa;

WALIKOTALANGSA,
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WALIKOTA LANGSA
PROPINSI ACEH



10. Bidang .f.I-

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembatu Walikota dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kota Langsa.

6. Dinas adalah Dinas KetenagakeIjaan Kota Langsa.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota

Langsa.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketenagakerjaan

Langsa.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas KetenagakeIjaan Kota

Langsa.

Pasall

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTATENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI SERTATATAKERJA DINAS
KETENAGAKERJAANKOTALANGSA.

MEMUTUSKAN:

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi dan Kabupatenj Kota;

7. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Kota Langsa Nomor 614), sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);



c. Bidang.~

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;

Pasal4

Bagian Kedua
Susunan

(1) Dinas Ketenagakerjaan adalah Perangkat Daerah sebagai
unsur Pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang
ketenagakerjaan.

(2) Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(5) Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal3

BABIII
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Ketenagakerjaan Kota Langsa.

Pasa12

BABII
PENETAPAN

10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketenagakerjaan Kota
Langsa.

11.Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Ketenagakerjaan Kota Langsa.

12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketenagakerjaan
Kota Langsa.

13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Ketenagakerjaan Kota Langsa.

14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa.
15.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas

Ketenagakerjaan Kota Langsa.
16.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan

fungsional pada pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa.



Sekretariat adalah un sur pembantu Kepala Dinas yang
mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan

administrasi .~

Pasal 7

Bagian Kedua
Sekretariat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahurian, jangka menengah dan
jangka panjang di bidang ketenagakerjaan.

c. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang­
undangan di bidang ketenagakerjaan.

d. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan meliputi pelatihan, penempatan kerja,
perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, jaminan
sosial, syarat kerja dan pengupahan.

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
ketenagakerjaan.

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal6

Kepala Dinas rnempunyai tugas melaksanakan tugas membantu
Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta
pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan.

Pasal5

BABIV
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

c. Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan
Kerja;

d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengupahan;
e. UPrD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(3) Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan
Kerja:
a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan
b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

(4) Bidang Hubungan Industrial dan Pengupahan, terdiri atas :
a. Seksi Hubungan Industrial; dan
b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial.

(5) Bagan Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.



a. pelaksanaan .1"

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal
10, Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan
Kerjamempunyaifungsi :

Pasal 11

Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
mempunyai tugas melakukan pelatihan kerja, peningkatan
produktivitas, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan
kerja, menyusun informasi pasar kerja, dan perluasan
kesempatan kerja.

PasallO

Bagian Ketiga
Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang
meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat,
kerumahtanggaan, barang milik daerah perlengkapan,
dokumentasi, perjalananan dinas, hubungan masyarakat
serta administrasi kepegawaian.

(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan urusan pendataan, identifikasi, pengkajian ,
pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran,
pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pasal9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
urusan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, peraturan perundang­
undangan, keuangan, barang milik daerah, penyusunan
program kegiatan, evaluasi dan pelaporan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang
urusan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, peraturan perundang­
undangan, keuangan, barang milik daerah, penyusunan
program kegiatan, evaluasi dan pelaporan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan
pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, peraturan perundang­
undangan, keuangan, barang milik daerah, penyusunan
program kegiatan, evaluasi dan pelaporan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal8

administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, hukum, peraturan perundang-undangan,
keuangan, penyusunan program kegiatan, evaluasi dan
pelaporan.



perusahaan .~

BidangHubungan Industrial dan Pengupahan mempunyai tugas
melakukan pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan
teknis di bidang kelembagaan perusahaan, kerjasama

Pasal 13

BagianKeempat
BidangHubungan Industrial dan Pengupahan

(1)Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas
mengumpulkan informasi regulasi bidang pelatihan,
melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan
pelaporan di bidang pelatihan kerja dan bidang produktivitas
tenaga kerja, mengevaluasipenerbitan izin lembagapelatihan
kerja swasta yangmenjadi kewenangandaerah.

(2)Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman,
petunjuk teknis dan pelaporan di bidang pengembangan
sumber daya manusia, sarana dan prasarana, memantau
dan mengevaluasi penyebaran informasi pasar kerja dan
mekanisme bekerja keluar negeri, permasalahan Tenaga
Kerja Indonesia, mengevaluasi penerbitan perpanjangan Ijin
MempekerjakanTenagaKerjaAsing(IMTA).

Pasal12

a. pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi
(PBK);

b. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan
kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan
kerja swasta;

c. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
lembaga pelatihan kerja swasta;

d. pelaksanaan pemberian ijin kepada lembaga pelatihan kerja
swasta;

e. pelaksanaan pemberian informasi dan konsultasi
produktivitas kepada perusahaan kecil;

f. pelaksanaan pemberian dan penyebarluasan informasi pasar
kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan
pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada
masyarakat;

g. pelaksanaan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja
serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

h. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat
pendaftaran dan mekanisme perekrutan serta seleksi bekerja
ke luar negeri kepada masyarakat;

1. pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKIpra dan puma
penempatan;

J. pelaksanaan pelayanan pemulangan dan kepulanganTKIserta
pemberdayaanTKIPuma;

k. pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan
TenagaKerjaAsing(IMTA)yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu)
daerah Kab/Kotadalam 1 (satu) daerah;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



(3)Jumlah .Ii-

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 16, terdiri atas sejumlah tenaga, dalarn jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalarn berbagai sub kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal16

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

(1) Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas untuk
melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan
pelaporan di bidang verifikasi dan pengesahan peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersarna, penyelesaian
permasalahan perusahaan dan penyelesaian perselisihan
kerja.

(2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
untuk melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis
dan pelaporan di bidang pengupahan, bipartit, dan
pemberian jarninan sosial bagi tenaga kerja.

Pasal15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
13, Bidang Hubungan Industrial dan Pengupahan mempunyai
fungsi:
a. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
bersarna dengan ruang lingkup operasi daerah;

b. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama
daerah;

c. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan
perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah;

d. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di
perusahaan;

e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan
lembaga kerja sarna bipartit di perusahaan; dan

f. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi
perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan
perusahaan;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

perusahaan, jarninan sosial dan pengupahan, memeriksa usulan
peraturan perusahaan, dan menyelesaikan perselisihan kerja.



(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk
Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili
dan me1aksanakan tugas Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah

seorang .~

Pasal22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi
lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,

(2) Setiap un sur di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem
pengendalian internal pemerintah.

Pasa121

BAB VII
TATAKERJA

Jabatan pada Dinas adalah :
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama

eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon Ill.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a;

dan
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.

Pasal20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian
dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Jabatan fungsional dan un sur-un sur lain di lingkungan
Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal18

BABVI
KEPEGAWAIAN

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang­
undangan.



BABX.?

(1)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku
jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan olehWalikota.

(2)Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada
Dinas ditetapkan olehWalikota.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTDdiatur
dengan Peraturan Walikota.

(4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di
lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal26

BABX
KETENTUANLAIN-LAIN

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan
Walikota Langsa Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Langsa, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan
ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota
ini.

Pasal25

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
(APBK)Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal24

BABVIII
PEMBIAYAAN

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­
masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan
kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat
dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal23

seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan
melaksanakan tugas Sekretaris.

(4) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah
seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan
tugas Kepala Bidang.



BERITADAERAHKOTALANGSATAHUN2022 NOMOR1010

PIt. SEKRETARISDAERAHKOTALANGSA,

Diundangkan di Langsa
pada tanggal21 November 2022 M

26 Rabiul Akhir 1444 H

f ~AIDMAHDUMMAJID

•

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 21 November 2022 M

26 Rabiul Akhir 1444H

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pasal 3
ayat (6), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31
Peraturan Walikota Langsa Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2016
Nomor631) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal27

BABX
KETENTUANPENUTUP
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